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Usaha peternakan ayam yang dilakukan oleh warga masyarakat secara 

mandiri selalu merugi, karena “tidak ada kejelasan di dalam pengaturan hukum 

mengenai kewajiban dan batasan bagi usaha peternakan yang dilakukan pemodal 

besar secara terintegrasi yakni dalam satu lingkup usaha berupa usaha pakan ternak, 

pembibitan, pembudidayaan/pembesaran dan pemasaran (sektor hulu ke hilir). 

Adapun pelaku usaha mandiri hanya berkisar pada usaha budidaya/pembesaran dan 

pemasarannya pun masih tradisional. Karena sangat luas cakupan bagi pelaku usaha 

terintegrasi, kekinian mereka memasarkan hasil produk daging ayam menggunakan 

jaringan berupa mini market/toko swalayan berskala kecil yang diberikan prasarana 

berupa alat pendingin (rantai dingin). Kondisi demikian akan menimbulkan dampak 

matinya usaha rakyat dan tertutupnya pemasaran daging ayam di pasar rakyat. 

Matinya usaha mandiri disebabkan kelemahan dalam menghadapi risiko penyakit 

unggas, kesulitan mendapatkan pakan, dan kalah dalam pemasaran. Penyakit 

unggas berupa Tetelo dapat mengakibatkan kerugian seketika karena ayam 

mendadak mati dalam jumlah yang banyak secara bersamaan. Adapun masalah 

pakan, karena suplai kepasaran oleh pelaku usaha pakan ternak semakin berkurang 

dan hal demikian tentu mengakibatkan kelangkaan serta kenaikan harga pakan yang 

otomatis menimbulkan biaya operasional menjadi tinggi, akibatnya mempengaruhi 

pendapatan peternak, oleh karena salah satu komponen biaya produksi dalam usaha 

ternak ayam ras adalah biaya pakan yang merupakan biaya terbesar dari biaya-biaya 

produksi lainya. Kelangkaan tidak lain akibat pelaku usaha pakan telah teintegrasi 

kedalam gabungan usaha pembibitan, pembesaran, dan pemasaran. Daripada itu 

jelas mereka tidak menyuplai kepasaran umum melainkan kepada kelompoknya 

sendiri. Di lini pemasaran, Pelaku usaha mandiri ini sering mengandalkan para 

“pengepul” yang mengambil menggunakan mobil box membeli kepada pelaku 

usaha mandiri. Para pengepul akan menekan harga serendah-rendahnya untuk 

membeli produk pelaku usaha mandiri. Sedangkan kekinian pelaku usaha mandiri 

juga tengah menghadapi adanya pemasaran dari pelaku usaha terintegrasi yang 

menggunakan prasarana rantai dingin. Sudah sangat jelas terjadi ketidakseimbangan 

kekuatan dalam berusaha yang akan mematikan pelaku usaha mandiri. 
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/PK.230/9/2017 tentang 

Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi, 

merupakan peraturan kebijakan yang menguntungkan hanya kepada pihak pelaku 
usaha terintegrasi. Dalam Pasal 12 menyatakan: 

“(1) Pelaku Usaha Integrasi, Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi, dan Peternak 
yang memproduksi Ayam Ras potong (livebird) dengan kapasitas 
Produksi paling rendah 300.000 (tiga ratus ribu) ekor per minggu wajib 
mempunyai Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) yang memiliki 
fasilitas rantai dingin. 
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(2) Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk 
fasilitas rantai dingin dan Peredaran. 

(3) Besaran alokasi fasilitas rantai dingin dan Peredaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan 

Kesehatan Hewan atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.” 

Ketentuan Pasal 12 merupakan pengaturan hukum yang menimbulkan ketidakadilan. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan tipe 

penelitan adalah reform-oriented research yakni mengevaluasi keberlakuan norma 

hukum Pasal 12 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/PK.230/9/2017 

tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi. Sifat 

penelitian hukumnya adalah preskriftif analisis yakni menganalisis suatu suatu aturan 

hukum yang kemudian menunjukkan masalah dari keberlakuannya dengan memberikan 

dalil-dalil atau argumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah 

pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep 

(conseptual approach). Untuk menganalisis isu hukumnya menggunakan sumber 

bahan hukum primer dan sekunder yang teknik pengumpulannya melalui studi 

dokumenter dan studi pustaka. Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisis 

teks/isi (content analysis) berdasarkan logika dan 

argumentasi hukum. 

Hasil penelitian mengetahui bahwasanya ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor 32/Permentan/PK.230/9/2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan 

Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi telah menimbulkan problematika 

ketidakadilan dalam hukum dimana pelaku usaha terintegrasi tidak diatur mengenai 

pembatasan atau melindungi usaha mandiri. Pelaku usaha terintegrasi hanya mengenal 

batasan kapasitas produksi paling rendah 300.000 (tiga ratus ribu) ekor per minggu, 

maka jelas kedudukan usaha ini adalah berskala besar yang kemudian kebijakannya 

menambahkan kata “peredaran” artinya mereka memproduksi dan membekukan 

dengan jumlah minimal 300.000 (tiga ratus ribu) ekor per minggu kemudian diedarkan. 

Peredaran itu sendiri menuntut adanya toko-toko dengan fasilitas rantai dingin atau 

menyediakan pula tempat penyimpanan berpendingan. Dapatlah dipastikan makna 

peredaran ini sebagai fasilitasi bagi investasi untuk adanya penjualan bagi produksi 

yang dihasilkan. Dari ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tidak terlihat dampaknya, pada 

ayat (3) ini cukup siginikan dimana menyebutkan “Besaran alokasi fasilitas rantai 

dingin dan Peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur 

Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan 

Menteri.” Terlihat tanpa batas karena ayat 1 menggunakan kata “paling rendah” artinya 

tidak ada batasan seberapa besarnya diperbolehkan oleh ayat (3) ditetapkan oleh 

Menteri. Disinilah peluang terjadinya suplai tanpa batas apabila Menteri tidak 

melakukan pembatasan. Kewenangan tanpa pembatasan inilah akar masalah dari 

pelaku usaha peternak ayam mandiri akan selalu mengalami kerugian dalam berusaha. 

Dalam kesimpulan penelitian ini ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Pertanian 

Nomor 32/Permentan/PK.230/9/2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan 

Ayam Ras dan Telur Konsumsi harus diadakan perubahan yakni dengan memberikan 

batasan ruang lingkup pemasaran berskala nasional dan tidak pada tempat yang 

menjadi harapan bagi pelaku usaha mandiri untuk mendapatkan pembeli atau dalam 

kata lain pelaku usaha integrator tidak boleh merebut wilayah pasar bagi pelaku usaha 

mandiri. 
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ABSTRAK 

Usaha peternakan ayam yang dilakukan oleh warga masyarakat secara 

mandiri selalu merugi, karena “tidak ada kejelasan di dalam pengaturan hukum 

mengenai kewajiban dan batasan bagi usaha peternakan yang dilakukan pemodal 

besar secara terintegrasi yakni dalam satu lingkup usaha berupa usaha pakan ternak, 

pembibitan, pembudidayaan/pembesaran dan pemasaran (sektor hulu ke hilir). 

Adapun pelaku usaha mandiri hanya berkisar pada usaha budidaya/pembesaran dan 

pemasarannya pun masih tradisional. Karena sangat luas cakupan bagi pelaku usaha 

terintegrasi, kekinian mereka memasarkan hasil produk daging ayam menggunakan 

jaringan berupa mini market/toko swalayan berskala kecil yang diberikan prasarana 

berupa alat pendingin (rantai dingin). Kondisi demikian akan menimbulkan dampak 

matinya usaha rakyat dan tertutupnya pemasaran daging ayam di pasar rakyat. Akar 

masalah persoalan ini ada pada Pasal 12 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

32/Permentan/PK.230/9/2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan 

Ayam Ras dan Telur Konsumsi telah menimbulkan problematika ketidakadilan 

dalam hukum dimana pelaku usaha terintegrasi tidak diatur mengenai pembatasan 

atau melindungi usaha mandiri. 

 
Kata Kunci (keywords) : Usaha, Peternakan Ayam, Mandiri, Teritegrasi, dan 
Peraturan Hukum. 
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ABSTRACT 

 
 
Chicken farming businesses carried out by community members independently always lose 
money, because "there is no clarity in the legal regulations regarding the obligations and 
limitations for livestock businesses carried out by large investors in an integrated manner, 
namely within one business scope in the form of animal feed, breeding, cultivation/rearing 
businesses. and marketing (upstream to downstream sectors). Meanwhile, independent business 
actors only focus on cultivation/enlargement businesses and their marketing is still traditional. 
Because the scope for integrated business actors is very broad, currently they market chicken 
meat products using a network of mini markets/small scale supermarkets which are provided with 
infrastructure in the form of refrigeration equipment (cold chains). Such conditions will result in 
the death of people's businesses and the closure of marketing of chicken meat in people's markets. 
The root of this problem is in Article 12 of the Minister of Agriculture Regulation Number 
32/Permentan/PK.230/9/2017 concerning the Provision, Distribution and Supervision of 
Purebred Chickens and Eggs. Consumption has given rise to the problem of injustice in the law 
where integrated business actors are not regulated regarding restrictions or protect independent 
businesses 
 
 
Keywords: Business, Chicken Farming, Independent, Integrated, and Legal Regulations 
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terimakasih dan penghargaan setinggi tingginya kepada semua pihak yang telah 
membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa 
semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang 
berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikan masing-masing. 

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para 
pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan 
menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini hanya beberapa nama saja tanpa 
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